Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.94A-BPKD/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 028/Kep.788-BEPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2018
BUPATI BEKASI,

a  bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di ingkLngan

g B

Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai Keputusan Bupati Nomor.
821.2/Kep.200-BKPPD/2018 tanggal 23 Februari 2018, maka
Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu yang
semula telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:
028/Kep 7EB-BPKD/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pembantu pada Sekretariat Dasran periu ditinjau dan disesuaikan
kembali,

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas. maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan
kembah dengan Keputusan Bupati

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Preopinsi Jawa Barat
(Benta Negara Tahun 1850);

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indenesian Nomor 4258),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2u04 Mamor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Megara
(Lermbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

PERTANA,

5. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor
244  Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
9587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Momor § Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2015 Nomaor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
GG79);

. Peraturan Pemernintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Megara/Daerah (Lembaran MNegara Re ublik
Indonesia Tahun 2014 Nomaor 92, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 5533)

8. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berta Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomar 547);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tabun 2011

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomaor 10,

10. Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomar 6 Tahun 2016 tentang
Pambentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017
MNaomor 8).

12 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekesi (Rerita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50};

13.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tala
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekas
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomer 81);

14 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang _Fetunjyk
Pelaksanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Perubahan atas Keputusan Bupati Nomaor: 028/Kep.788-BPKD/2018
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018.



KEDUA - Perubahan sebagaimana dimaksud pada dikium PERTAMA, adalah
merubah ketentuan Lampiran nama Kuasa Pengguna Barang, yang

samula !
‘Ne  Nama j Jabatan Dalam SKPD ! Ditunjuk Sebagai
¥ 2 3 i e
1 | Drs. H SUTISNA, MM KEPALA BAGIAN ADMINISTRAS| | KUASA PENGGUA EARANG
MIF. 19750415 199803 1 003 . PEMERINTAHAN
| 2 | Drs. WWANRIDWAN M S | KEPALA BAGIAN LAYANAN KUASA PENGCUNA BARANG
NIP 15590811 198009 1 001 FEMGADAAN BARANG DAN
AEA
o—t : S Lol oy S A ]
L] Dirs YA AN AKHMAD | KEPALA BAGIAN HUMAS DAN | KLASSA PEMNGGSUNA BARANG [

KURNIA PROTOROL |
MIP. 19750331 199311 1 001 -

S kel 'jj'_i'u bah sebagal berikut |

No | ~ Nama | Jabatan Dalam SKPD Ditunjuk Sebagai |
[ 1 ! - 2 < e |
1 | H ADENG HUDAYA, AP, MSi | KEPALA BAGIAN ADMINISTRAS| | KUASA PENGGUNA BARANG

MIF 19784039 1909603 1 002 PEMERINTAHAN
7 Drs  YAN YAN AKHMAD  KEPALA BAGIAN LAYANAN | KUASA PENGGUNA BARANG

FURMIA FENGADAAN BARANG DAN
L | MIP IB7o0331 100011 1001  jJA8K 0 o
3 | EDWARD SUTARMAN SE KEPALA BACGIAN HUMAS DAN | KUASA PENGGUNA BARANG |

MIP 196E61119199303 1 005 PROTOKOL

KETIGA Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Bupat Nomor 028/Kep 788-BPKIDN2017  tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pembantu,

KEEMPAT - Keputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian har ternyata terdapat
kekelruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal >z Fabruari 2018

;:‘a% BUPATI| BEKASI /

ME:!G HASANAH YASIN

/1

Tembusan : disampaikan kepada Yih
1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;

2. Inspektur Kabupaten Bekasi; _
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi.



